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Mamuju, 22 November 2024
Nomor : 149/PM.00.01/K.SR/11/2024
Sifat : BIASA
Perihal    : Imbauan

Kepada YTh.
Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur
Provinsi Sulawesi Barat
di-

Tempat

I. Dasar

1. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang - undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang – undang Nomor 1
Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Nomor 1 Tahun 2014
tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang – undang;

2. Peraturan  Badan  Pengawas  Pemilihan  Umum  Nomor  20  Tahun  2018  tentang  Pencegahan
Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang
Pengawasan  Penyelenggaraan  Pemilihan  Gubernur  Dan  Wakil  Gubernur,  Bupati  Dan  Wakil
Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun
2024;

5. Peraturan  Komisi  Pemilihan  Umum  Nomor  13  Tahun  2024  Tentang  Kampanye  Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;

6. Keputusan  Komisi  Pemilihan  Umum  Nomor  1363  Tahun  2024  Tentang  Pedoman  Teknis
Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta
Walikota Dan Wakil Walikota;

II. Imbauan

Bahwa dengan dimulainya Tahapan Kampanye Pemilihan Serentak Tahun 2024 yang dimulai
pada tanggal  25  September  2024  sampai  dengan dimulainya  Masa Tenang, maka  Bawaslu
Provinsi Sulawesi Barat dalam menjalankan tugas Pencegahan dan Penindakan Pelanggaran serta
melakukan Pengawasan disetiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan di wilayah provinsi khususnya
pada pelaksanaan kampanye sebagaimana ketentuan Pasal 22A Undang – undang Nomor 6 Tahun
2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2020
tentang Perubahan Ketiga atas Undang – undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah  Pengganti  Undang  Nomor  1  Tahun  2014  tentang  Pemilihan  Gubernur,  Bupati,  dan
Walikota Menjadi Undang – undang, maka dengan ini Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi
Sulawesi  Barat  menghimbau  kepada  Peserta  Pemilihan  Gubernur  dan  Wakil  Gubernur Provinsi
Sulawesi Barat serta Tim Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi
Barat untuk memperhatikan dan menjalankan ketentuan sebagaimana yang diatur dalam peraturan
perundang-undangan, antara lain sebagai berikut:

 
1. Pasal 1 angka 21 (dua puluh satu) Undang – undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan
Ketiga atas Undang – undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti  Undang Nomor  1  Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur,  Bupati,  dan Walikota
Menjadi  Undang  –  undang,  menyebutkan  “Kampanye  Pemilihan  yang  selanjutnya  disebut
Kampanye  adalah  kegiatan  untuk  meyakinkan  Pemilih  dengan  menawarkan  visi,  misi,  dan
program Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta
Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota” ;
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2. Pasal  67 Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang –
Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Nomor
1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang – Undang :
(1) Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) dilaksanakan 3 (tiga) hari setelah

penetapan pasangan calon peserta Pemilihan sampai dengan dimulainya masa tenang.
(2) Masa tenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlangsung selama 3 (tiga) hari sebelum

hari pemungutan suara.

3. Pasal 187 Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang –
Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Nomor
1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang – Undang :
(1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Kampanye di luar jadwal waktu yang telah

ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk masing-masing calon, dipidana
dengan pidana penjara paling singkat 15 (lima belas) hari atau paling lama 3 (tiga) bulan
dan/atau  denda  paling  sedikit  Rp100.000,00  (seratus  ribu  rupiah)  atau  paling  banyak
Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

(2) Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan larangan pelaksanaan Kampanye
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, atau huruf f
dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan atau paling lama 18 (delapan
belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600.000.00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling
banyak Rp6.000.000.00 (enam juta rupiah).

(3) Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan larangan pelaksanaan Kampanye
Pemilihan Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf g, huruf h, huruf i,
atau huruf j dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6
(enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) atau paling
banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

(4) Setiap orang yang dengan sengaja mengacaukan, menghalangi, atau mengganggu jalannya
Kampanye, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6
(enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600.000,00 (enam ratus ribu ruplah) atau paling
banyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah). 

(5) Setiap orang yang memberi atau menerima dana Kampanye melebihi batas yang ditentukan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (5), dipidana dengan pidana penjara paling
singkat 4 (empat) bulan atau paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan/atau denda paling
sedikit  Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) atau paling banyak Rp1.000.000.000,00
(satu miliar rupiah). 

(6) Setiap  orang yang dengan sengaja  menerima atau  memberi  dana Kampanye dari  atau
kepada pihak yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) dan/atau tidak
memenuhi  kewajiban  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal  71,  dipidana  dengan  pidana
penjara paling singkat 4 (empat) bulan atau paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan/atau
denda  paling  sedikit  Rp200.000.000,00  (dua  ratus  juta  rupiah)  atau  paling  banyak
Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(7) Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar dalam laporan
dana Kampanye sebagaimana diwajibkan oleh Undang-Undang ini, dipidana dengan pidana
penjara paling singkat 2 (dua) bulan atau paling lama 12 (dua belas) bulan dan/atau denda
paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) atau paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh
juta rupiah).

(8) Calon  yang menerima sumbangan dana Kampanye dan tidak  melaporkan kepada KPU
Provinsi  dan KPU Kabupaten/Kota dan/atau tidak menyetorkan ke kas negara,  dipidana
dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 48 (empat puluh
delapan) bulan dan denda sebanyak 3 (tiga) kali dari jumlah sumbangan yang diterima.

4. Pasal 187A Pasal 187A Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas
Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang
– Undang :
(1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau

memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

                               2 / 4                               2 / 4

https://jdih.bawaslu.go.id/https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat



secara  langsung  ataupun  tidak  langsung  untuk  mempengaruhi  Pemilih  agar  tidak
menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi
tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu sebagaimana dimaksud
pada Pasal 73 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam)
bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00
(dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

(2) Pidana yang sama diterapkan kepada pemilih yang dengan sengaja melakukan perbuatan
melawan hukum menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

5. Pasal 31 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye
Pemilihan Gubernur dan Wakil  Gubernur,  Bupati  dan Wakil  Bupati,  Serta Walikota dan Wakil
Walikota :
(1) Penayangan iklan media massa cetak dan media massa elektronik sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 30 ayat (6) dilaksanakan selama 14 (empat belas) Hari sebelum dimulainya masa
tenang;

6. Pasal 39 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 Tentang
Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan
Wakil Walikota :
(3) Alat peraga Kampanye harus sudah dibersihkan paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum Hari

pemungutan suara. 
(4) Pembersihan alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh

Pasangan Calon, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu,
dan/atau tim Kampanye.

7. Pasal 45 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota :
“Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon,
dan/atau tim Kampanye harus menonaktifkan akun resmi Media Sosial paling lambat sebelum
dimulainya masa tenang”.

8. Pasal 46 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota :
(1) Kampanye melalui Media Daring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf c

dilakukan dengan penayangan iklan  Kampanye di  Media  Daring  yang terverifikasi  pada
lembaga terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(2) Penayangan  iklan  Kampanye  di  Media  Daring  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)
dilaksanakan selama 14 (empat belas) Hari sebelum dimulainya masa tenang.

(3) Penayangan iklan Kampanye di Media Daring untuk setiap Pasangan Calon dilakukan 1 (satu)
banner untuk setiap Media Daring yang terverifikasi pada lembaga terkait sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang- undangan.

III. Bahwa  berdasarkan  angka  romawi  I  dan  II  diatas  maka  Bawaslu  Provinsi  Sulawesi  Barat
mengimbau kepada Peserta Pemilihan  Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Barat
serta Tim Kampanye Pasangan Calon  Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Barat
untuk :

1. Tidak melakukan kegiatan yang mengarah pada aktifitas kampanye di masa tenang dengan
menamakan  kegiatan  sosialisasi,  silaturahmi,  pentas  seni,  kegiatan  keagamaan,  dan
sebagainya pada masa tenang;

2. Menertibkan secara mandiri Alat Peraga Kampanye (APK) dan Bahan Kampanye (BK) paling
lambat  tanggal  23  November  2024  pada  pukul  23:59  Wita  sebelum  masa  tenang
sebagaimana dalam lampiran I PKPU Nomor 13 Tahun 2024; 

3. Menonaktifkan akun resmi Media Sosial paling lambat sebelum dimulainya masa tenang;

4. Tidak melakukan iklan kampanye di media massa cetak, media massa elektronik, media
sosial, dan/atau media daring pada masa tenang; 

5. Menyampaikan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) kepada
Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk oleh KPU paling lambat 1 (satu) Hari setelah masa
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Kampanye  berakhir,  atau  paling  lambat  tanggal  24  November  2024  pukul  23.59  waktu
setempat;

Demikian surat imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI BARAT

Ketua,

${ttd}

NASRUL

Tembusan :
1. Ketua Bawaslu RI di Jakarta
2. Arsip
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